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GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2Ol9
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM RANGKA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM PERUSAHAAN DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK

PERKREDITAN RAKYAT DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO ATAU PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan
pemegang saham pada 2l (dua puluh satu) Perusahaan
Daerah atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Ralryat dan
14 (empat belas) Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro
atau Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang tersebar
di Jawa Barat dan Banten berdasarkan ketentuan perundang-
undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, Gubernur dapat melimpahkan
kewenangan kepada pejabat perangkat daerah dalam
memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada pertimbangan
huruf a;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pendelegasian
Kewenangan Dalam Rangka Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan
Rakyat dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro atau
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lrmbaga
Keuangan Mikro (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5394);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 754);

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor l2lPOJK.OSl2Ol4
tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan
Mikro (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 342, Tarnbalran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5621) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.O5/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
12IPOJK.OS12014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan
l,embaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 4 I 2);

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nornor 13 IPOJK.OS I 2014
tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622\
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 62|POJK.OS|2O15 tentang Perubahan atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor l3lPOJK.OSl2Ol4
tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2OIPOJK.O3/2O14
tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5629);

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4lPOJK.O3l2Ol1
tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Ralryat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
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11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2Ol7 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Ralryat dan
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 20O6 Nomor 11 Seri E, Tambahan
l,embaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2O15 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14
Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rairyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Ralryat Hasil Merger di Kabupaten Garut,
Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten
Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 145);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 187);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2O16
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat pada Pl BPR Intan Jabar, PI BPR Karya Utama Jabar, PT
BPR Cianjur Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, Pl BPR Wibawa
Mukti Jabar, Pf BPR Majalengka Jabar, PT BPR Artha Galuh
Mandiri Jabar dan PT BPR Karawang Jabar (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 10 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20O);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 2 i 1);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2O17
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);
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Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN DALAM RANGKA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERUSAHAAN DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO ATAU PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN
KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan
dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan
tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya
kepada penerima delegasi.

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Gubernur selaku pemilik modal pada Perusahaan Daerah dan
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat dan Perseroan
Terbatas Lembaga Keuangan Mikro atau Perusahaan Daerah
Perkreditan Kecamatan mempunyai kewenangan mengambil
keputusan dalam RUPS baik RUPS Tahunan dan RUPS
lainnya/ Luar Biasa.

Pasal 3

(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan mengambil keputusan
dalam RUPS kepada Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah
dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(2) Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Provinsi untuk:
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a. menghadiri, memutuskan dan menandatangani hasil RUPS
Perusahaan Daerah dan/atau Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat dan Perseroan Terbatas Lembaga
Keuangan Mikro atau Perusahaan Daerah Perkreditan
Kecamatan termasuk perubahan bentuk hukum dari
Perusahaan Daerah menjadi Perseroan; dan

b. mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan
RUPS.

Pasal 4

(1) Dalam hal berhalangan dengan alasan kedinasan atau hal lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Biro
Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat dapat menugaskan Pejabat lain di
lingkungan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a dan huruf b.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Surat Kuasa Khusus.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jarva Barat.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab atas
pelaksanaan RUPS yang didelegasikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat(21.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan RUPS yang diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melaporkan hasil RUPS
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
tarrggal 28 pcbrret ?01!

a UBERNURJAWA BAR T)/i

\
CHAMAD RIDWAN KAMIL u,

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Pbmari 201!
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